
GUBERilUR JAUUT NTUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR BO TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 1 peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2o2s tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran zo2g, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023;

Mengingat: Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgT) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2o2g
Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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3. Undang-Undang .
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6868);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun

2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2023 semula sebesar

Rp3 L.120.677.901 .940,00 bertambah sebesar

Rp6.019.530.565.598,00 sehingga menjadi

Rp37. L4O.2O8.467.538,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 29.848.710.018.940,00

2. Bertambah Rp 2.977.572.284.286,00

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp 32 .826.282.303.226,00

b. Belanja daerah

1. Semula Rp 3 L.L2O.677.901 .940,00

2. Bertambah Rp 6.019.530.565.598.00

Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp 37.140 .2O8.467.538,00
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c Pembiayaan Daerah

1. Penerimaarr Pembiayaan

a) Semula Rp 1.9O8.85O.3S0.OOO,OO

b) Bertambah Rp 3.1,37.474.436.552.OO

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan

setelah pembahan Rp 5.O46.324.786.552,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp 636.882.467,OAO,OO

b) Bertambah

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah

perubahan Rp 732.398.622.240,00

Jumlah pembiayaan neto

setelah pembahan Rp 4.3 L3.926. 164.312,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rpo,oo.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampirarl yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

a. Lampiran [ : Ringkasan Penjabaran Perubahan

APBD yang Diklasifikasi Menumt

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Sub Rincian Objek, Pendapatanl,

Belanja, dan Pembiayaan Tahun

Anggaran 2023;

Rn 95.516. L55.240.00

b. Lampiran II: . . .



b. Lampiran II

C Lampiran III

d. Lampiran IV

Lampiran Ve

-4-

Penjabaran Perubahan APBD

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Sub Rincian Objek

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Tahun Anggaran 2023;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat

dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang

yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa

Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi

Bantuan Sosial;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat,

dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan

Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD

Pemberi Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan

Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi

Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah

Kabupaten;

Rincian Dana Otonomi Khusus

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Penjabaran Perubahan

Tahun Anggaran 2023;

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII: . . .
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h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan

Minyak Bumi dan Pertambangan Gas

Alam/Tambahan DBH-Minyak dan

Gas Bumi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian

Objek, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Tahun Anggaran 2023; dan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD dengan

Program Prioritas Perbatasan Negara

Tahun Anggaran 2023.

I Lampiran IX

j. Lampiran X

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur

yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Peraturan Gubernur

diundangkan.

Pasal 4

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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AgEr seffiap ofiang Ere4geffi1ui,mya, memgin karr
penguEldarl8Hn Peratrran Gubernrrr dengzul pe-uerr,rp.aterrrrrya

'dalam Berilta Daenih Froninsi Javra Tim-ur,.

Ditetapkan di Su'r*aya
pada tesggd 7 Noveryl,ber _g0e$

,TIMUR,.

P45{WAN,isA

Diundangkan di Surahaya

pada tangg€fl 7' Noy,emheri'2O2S

PtsOVINSI JAIM.A TXD[L[R,

, A"KS,, M.AP

BERINA. D.AERAH PROVINST JAWA TIhIUR TAHUN g02'g, NQMgR 80 S,ER[ E

BIEMAH'


